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ABSTRAK 

 

Prosedur yuridis yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan 

Penangguhan Kewajiban Pelunasan Utang merupakan mekanisme formal dalam 

sistem perundangan. Penelaahan komprehensif ini bermaksud untuk mengeksplorasi, 

menganalisis, dan mengungkapkan validitas putusan yudisial dari Majelis Peradilan 

Komersial dengan No. Registrasi 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dalam konteks 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental evaluasi insolvensi. Serta 

pengaturan tes insolvensi yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 

Metodologi riset ini yang diaplikasikan merupakan jenis penelitian normatif dengan 

menggunakan pendekatan multidimensional meliputi analisis peraturan perundangan, 

pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif untuk menghasilkan temuan 

komprehensif. Output studi mengartikan bahwasanya ketidaksesuaian pertimbangan 

hakim terkait pembuktian sederhana terkait solven atau tidaknya seorang debitur 

menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim yang telah 

disampaikan sebelumnya, yang didukung dengan belum adanya instrumen hukum 

yang mengikat dan memaksa sebagai acuan hakim dalam memberikan 

pertimbangannya. Diperlukan upaya perbaikan, yang dapat dimulai dari mengubah 

ketentuan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagai bentuk proses 

kepailitan yang mampu diselesaikan dalam interval temporal terbatas, namun tetap 

memperhatikan secara mendalam status keuangan kreditor melalui prosedur evaluasi 

kemampuan solvensi yang telah lama diterapkan oleh yurisdiksi dengan sistem 

legislasi common law., sehingga ke depannya angka kepailitan dapat ditekan, dan 

menghindari proses pailit yang tidak berdasar dan merugikan salah satu pihak, 

khususnya bagi debitur yang masih solven. 

 

Kata Kunci: Kepailitan, Tes Insolvensi 
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ABSTRACT 

 

The juridical procedure stipulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and 

Suspension of Debt Repayment Obligations is a formal mechanism in the legislative 

system. This comprehensive review intends to explore, analyze, and reveal the validity 

of the judicial decision of the Commercial Court Panel with Registration No. 

2/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/PN Niaga Smg in the context of its conformity with the 

fundamental principles of insolvency evaluation. As well as setting an insolvency test 

that provides legal certainty for both parties. This research methodology applied is a 

type of normative research using a multidimensional approach including analysis of 

laws and regulations, conceptual approaches, and comparative approaches to 

produce comprehensive findings. The study output means that the discrepancy in the 

judge's consideration regarding simple proof regarding whether a debtor is solvent or 

not shows that there are still weaknesses in the judge's consideration that has been 

conveyed previously, which is supported by the absence of a binding and compelling 

legal instrument as a reference for judges in giving their consideration. Improvement 

efforts are needed, which can be started from changing the provisions of facts that can 

be proven simply as a form of bankruptcy process that can be completed in a limited 

temporal interval, but still paying close attention to the financial status of creditors 

through the solvency evaluation procedure that has long been applied by jurisdictions 

with a common law legislation system., so that in the future the number of 

bankruptcies can be reduced, and avoid unfounded bankruptcy processes and harm 

one party, especially for debtors who are still solvent. 
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